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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH
DALAM HAK ASUH TUNGGAL (SOLE CUSTODY) PASCA PERCERAIAN
ORANG TUA. Pada dasamnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai
generasi atan keturanan dan hidup berpasangan, Namun senyatanya tidak sedikit
pasangan suami istri walaupun sudah memiliki buah hati tetap saja gagal membina
rumah tangganya dan kemudian bercerdi. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini
mengenai hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau Sole Custody pasca
perceraian. Adapun rumusan masalah yaitu amengenai perlindungan hukum terhadap
anak dalam hak asuh tunggal pasca percéraian, dan pelaksanaan hak asuh tunggal
setelah mendapatkan putusan pengadilah yang mempunyai hukum tetap. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, penulisan skripsi ini berfokus
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur /mengenai hak asuh pasca
perceraian. Hak asuh tunggal pada dasarnya hanya diatur dalam dalam peraturan
perundang-undangan dao Komplikasi Hukum Islam, terlebih lagi mengenai
perlindungan - ukum terhadap anak sah dalam hak asuh tunggal, dan mengenai
pelaksanaan hak asuh tunggal yang telah memiliki kekuatan hukum tetap vaitu

apabila telah mendapatkan kekuatan putusan dari pengadilan:
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asuh Tunggal: Anak
e gl X )
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi
atau keturunan dan hidup berpasangan. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk
mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan
merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini
mutlak diperlukan dan syarat sebagai terbentuknya suatu keluarga.t

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih
sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan
berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu

perjanjian suci antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk membentuk

1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1979, him. 228.
2 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah
perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas
antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi,
hal tersebut jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu
paksaan.

Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat
janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah
mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan gabul
yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang
bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya
berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.
Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di
bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.®

Namun senyatanya tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal membina
rumah tangganya dan kemudian berpisah dan akhirnya terjadilah sebuah
perceraian. Perceraian dalam istilah figih disebut “talak” yang berarti “membuka
ikatan, membatalakan perjanjian”. Perceraian dalam istilah figih juga sering

disebut “furgah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”.

3 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan
Hukum Adat, VVol. 7 2016, him. 415-416, dari journal.stainkudus.ac.id, diakses pada tanggal 25 Oktober
2019, Pukul 09.50 WIB.



Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli figih sebagai satu
istilah yang berarti “perceraian suami istri”.* Arti perceraian dapat dipahami
bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan
terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan
istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum
tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas didepan sidang pengadilan. Putusnya
perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan
antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami
dan istri dan juga tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami dan istri dalam
suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan
hubungan silaturrahim (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia,
warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi
mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan
perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.®

Definisi perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, yaitu “perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan
istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara
suami dan istri tersebut.® Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan

perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami/istri. Dengan adanya

4 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him.16-17.

% Ibid.,hIm. 18.

® Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



perceraian, maka perkawinan suami istri menjadi hapus. Namun, Subekti tidak

menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan

kematian atau sering disebut dengan istilah cerai mati. Jadi, perceraian menurut

Subekti lebih sempit dari perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.’

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan

masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan

tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang Muslim

maupun nonMuslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam

7 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-XXXII, Jakarta: PT.Internusa, 2005,

him. 42.



Undang-Undan Perkawinan dan Peraturam Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang
bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.®

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula
alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan dilakukan orang-
orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (g-h) yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan
pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh
suami dan murtadnya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam.
Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, Kompilasi
Hukum Islam menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan
pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (Cerai
Talak) maupun istri (Cerai Gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan
sebagaimana dimaksud.

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, merupakan hal yang
diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang

luar biasa, yang wajib di jaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan

8 Kurnia Muhajarah, Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri, Vol. 12 Nomor 3 2017,
him. 341-342, dari journal.walisongo.ac.id, diakses pada 15 November 2019, Pukul 10.15 WIB.



muncul di kala pernikahan tersebut putus dengan berbagai alasan yang pada
akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai.® Pada
Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan
imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku terus sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak diharapkan hak—hak atas anak dapat terlindungi
khususnya akibat perceraian. Menurut ketentuan umum anak berhak atas
kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik
dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh
berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan
yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan
baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak
berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan
atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.*°

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya anak

berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga

® Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang:
PT.Rambang Palembang, 2008, him.129
10 1hid.



mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbul
perselisinan dan pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan yang
besar tersebut tidak dapat diatasi (out of control), peluang kondisi rumah tangga
mengarah pada posisi bubarnya perkawinan (broken marriage) semakin besar
sehingga berujung pada perceraian.

Pecahnya rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membawa kepada
terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi
pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah
diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak. Masalahnya akan
menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau
mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah
pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam
masyarakat.!

Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, satu di antara dua orang
atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk
jangka waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak
dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan

kewajibannya terhadap anaknya, atau ia berkelakuan buruk sekali. Kemudian

11 Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, him. 22, dari
o0js.oma.ac.id, diakses pada tanggal 15 November 2019, Pukul 20.10 WIB.



terhadap hak asuh atas anak pasca perceraian juga diatur didalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi perceraian: 1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya; 2. pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaan; 3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya”.'? Ketentuan KHI ini tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya
akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya
diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).

Seperti contoh kasus dalam Putusan Nomor 3567/Pdt.G/2016/PA.JT
bahwa gugatan tentang hadhanah pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa
Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dimana dua orang anak dari
perkawinannya belum mumayyiz dan sudah ditetapkan pemegang hak hadhanah-
nya diberikan kepada ibu namun selaku Tergugat. Karena ibu telah melakukan
kekerasan terhadap anak-anaknya sehingga ayah dari anak-anak tersebut selaku
Penggugat melakukan Gugatan untuk mencabut hak asuh anak yang berada di
tangan Tergugat, dan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Gto hak asuh anak

tetap dipegang oleh ibu selaku Penggugat.

12 pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.



Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan tersebut dipandang perlu untuk
dikaji dalam suatu problematika yang ada melalui sebuah karya ilmiah berupa
skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH
DALAM HAK ASUH TUNGGAL (SOLE CUSTODY) PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak anak sah dalam hak asuh
tunggal pasca perceraian orang tua?
2. Bagaimana pelaksanaan hak asuh tunggal yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap?
C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
hak-hak anak pasca perceraian orang tua mereka;

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan
terhadap hak asuh tunggal dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat dari Penelitian dan Penulisan Skripsi ini yaitu sebagai
berikut:
1. Secara Teoritis/atau Akademis
Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tentang hukum
secara umum dan ilmu hukum dibidang perdata secara khususnya;
2. Secara Praktis
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi
dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-
langkah strategis terutama dalam pelaksanaan penerapan hukum yang
berkaitan dengan hak asuh anak.
E. Kerangka Teori
Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka
teori yang nantinya akan dipergunakan dalam membantu membahas permasalahan
penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu:
1. Teori Keadilan
Teori keadilan menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan,
pendapatan dan kemakmuran. Pada pokoknya pandangan keadilan ini
sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.
Avristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional.

Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang
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sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga
negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang
apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah
dilakukannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam
karyanya nicomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam
buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi
keadilan,yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap
sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan
dalam kaitannya dengan keadilan” .13

Aristoteles membagi keadilan kedalam dua macam, yaitu keadilan
“distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief adalah
keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.
Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang
tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan
peranan tukar menukar barang dan jasa.*

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo

13 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar limu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, him. 11-12.
14 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004, him. 25.
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perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya
tersebut. '

Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo menjelaskan
teori pelindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan
terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki
otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur
dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan
hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara
anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah

yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.®

15 Satjipto Raharjo, IImu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, him. 53.
16 Ibid., him. 54.
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3. Teori Tanggungjawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak
dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan
pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian
kewajiban.!” Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang
senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain'®

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum
menyatakan bahwa:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan
tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subyek berarti

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan

yang bertentangan .19

Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai
liability dan  responbility, istilah  liability = menunjuk pada
pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang
dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responbility menunjuk
pada pertanggungjawaban politik.?° Teori tanggungjawab lebih
menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai

17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 55.

18 1bid, him. 57.

19 Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara , Dasar-Dasar
Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), him.
81.

20 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, him.337
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dalam arti liability.?! Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban
hukum seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan
tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
F. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang
hukum perdata khususnya, mengenai hak dan kewajiban terhadap anak pasca
perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KH]I).
Berkaitan dengan skripsi ini penulis hanya membahas tentang hak asuh anak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Menurut
Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal
merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian tersebut

berdasarkan peraturan hukum tertulis atau bahan hukum lain.?? Penelitian normatif

21 Busya Azheri, Corporate Social Responbility Dari Voluntary Menjadi Mandotary , Jakarta:
Raja Grafindo Perss, 2011, him.54
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 14.
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disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji
pelaksanaan atau implementasi hukum.?®
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis teoritis, yakni penelitian yang dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum,? serta
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan
berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada didalam masyarakat.
3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga bahan hukum
yang digunakan adalah bersumber dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki
ketentuan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam
penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain
sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004, him. 52.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,
him. 93.
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3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak
4) Kompilasi Hukum Islam
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan untuk
melengkapi data bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder
tersebut antara lain seperti buku-buku hukum, doktrin, yurisprudensi,
jurnal hukum, hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah hukum
yang berkaitan dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah semua petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.?® Didalam
penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa bantuan
dengan bacaan-bacaan berupa kamus, media dan buku-buku literatur
yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga
metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi
kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum,

jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

25 peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2004, him. 155.
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Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif.
Metode analisis secara kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak
didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.?® Analisis secara
kualitatif dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian
kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam
penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik
kesimpulan tentang masalah yang diteliti.
Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun
sesuai dari hasil penelitian. Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan
skripsi ini dilakukan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan yang berawal
dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada
suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.?” Hasil penelitian ini merupakan
penerapan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan selanjutnya
dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dengan silogisme diaturlah
jalan pikiran, yaitu dengan berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh

suatu kesimpulan (deduktif).?8

him. 10.

% Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, him. 80.
27 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007,

2|bid, him. 31.
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